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ABSTRAK 
Penel i t ian ini  bertujuan untuk menggal i  dan menganl isis tentang kedudukan ahl i 
waris  yang beral ih agama dalam hal  hak dan  ke waj ibannya baik  dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat  adat  serta akibat  hukum yang t imbul terkait  ahl i waris  
yang beral ih agama tersebut .  Peneli t ian  ini  merupakan penel it ian hukum empiris,  
dengan pendekatan non doktrinal  (socio legal reseach).   Data digal i  dengan metode 
wawancara,  se lanjutnya dianal isis secara kuali tat i f.  Hasi l  peneli t ian menunjukan 
bahwa ahl i  waris yang beral ih aga ma t idak lagi berkedudukan ahl i wari s.  Akibatnya 
ahl i  waris yang bersangkutan gugur hak warisnya dari  orang tuanya.  Gugurnya hak 
me waris berakibat  t idak ada kewaj iban -ke waj iban yang harus dipikulnya baik 
kewaj iban terhadap keluarga maupun terhadap masyarak at  adat . Ahl i waris yang 
beral ih agama dikaj i  dari  teorinya Lawrence M.  Friedman tentang sistem hukum 
terdiri  dari  t iga unsur yai tu struktur hukum,  substansi  hukum dan budaya hukum, 
dimana dari  ke t iga unsur i tu t idak mengalami perkembangan.  Dengan demikian  
hukum adat  waris Bal i  masih dipertahankan secara utuh.  
 
Kata kunci:  Pewarisan,  masyarakat adat  Bal i ,  Ahl i  waris,  beral ih agama  
 
ABSTRACT 
This study aims to explore  and analyze  about  the  posi t ion of  heir converts in 
terms of  rights and  obl igat ions both wi thin the  family  and in indigenous communit ies 
as wel l  as re levant  legal consequences arising heir swi tch re l igions. This study is an 
empirical  law,  wi th non -doctrinal  approach (socio legal  research).  Data extracted 
wi th interviews,  analyzed qual i tat ively .  The resul ts showed  that  the  heirs are  turning  
rel igion is no longer a resident heir.  Consequently  heir in quest ion fal l  heir rights of 
parents.  The death of  heir rights cause no obl igat ions to be  assuming both 
obl igat ions towards the  family  and towards i ndigenous peoples.  Heir converts 
studied from Lawrence M.  Friedman's theory about  the legal system consists of three 
e lements, namely  the  legal  structure,  the substance of  the  law and legal  culture , 
which of  the  three  e lements that  are  not  experiencing gro wth.  Thus  the  customary  
law of  inheri tance Bal i st i l l preserved intact.  
 
Key word: Inheri tance, Bal i indigenous communit ies,  heir,  swi tch rel igion  
 
I.  PENDAHULUAN  
 
Negara  Indonesia  sudah  berumur 
70 tahun,  dengan  umur  demikian  sudah 
cukup ban yak peraturan  perundang -
undangan  yang berhasi l dibuat ,  namun 
dalam bidang hukum keluarga dan 
hukum waris belum berhasi l  dibuat 
sampai  sekarang.  Oleh  karena 
demikian  maka dalam hukum keluarga 
dan  hukum war is masih  ber laku 
berbagai  bidang hukum yai t u hukum 
adat ,  hukum islam dan  Kitab Undang -
Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata) 
bagi  golongan -golongan  masyarakat 
ter ten tu.     
Dalam kajian  ini  fokus kajiannya 
adalah  ten tang hukum adat  war is Bal i 
dan  secara  khusus terkai t  ah l i  war is 
yang beral ih  agama dar i  a gama Hindu 
ke non  Hindu.  Mengkaji  masalah 
pewar isan  maka awal  kajian  tidak 
dapat  lepas dar i  sistem kekerabatan 
a tau kekeluargaan  yang dianut  oleh  
masyarakat  yang ber sangkutan.  Sistem 
kekerabatan  yang dianut  masyarakat 
akan  berpengaruh  terhadap ben tuk  
A c ta  C o m i ta s  (2 0 1 6 )  2  :  1 3 1  –  1 4 1  
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perkawinan  yang di lakukannya dan 
ben tuk perkawinan  yang di lakukan 
akan  mempengaruh i  masalah  pewar isan 
yang dianut oleh  suatu masyarakat  adat 
ter ten tu.  Pada umumnya di  Indonesia 
dikenal  tiga  sistem kekeluargaan  yai tu 
sistem kekeluargaan  patr il ineal ,  sistem 
kekeluargaan  matri l ineal dan  sistem 
kekeluargaan  parenta l.  Sistem 
kekeluargaan  patr i l ineal  adalah  sistem 
kekerabatan  dimana  keturunan 
dihi tung menurut  garis laki - laki  (ayah) 
sa ja .  Sementara  sistem kekeluargaan 
matr il ineal  adalah  sistem kekeluargaan  
dimana keturunan  dih i tung dari  gar is 
perempuan ( ibu) sa ja ,  dan  sistem 
kekeluargaan  paren ta l  adalah  dimana 
keturunan  dil ihat a tau di lacak baik 
dari  gar is laki -laki  dan  perempuan 
(a yah -ibu)  
Masyarakat  adat  Bal i  Hindu 
menganut sistem kekeluargaan  atau 
kekerabatan  patr il ineal  yang lebih 
dikenal  dengan  ist i lah  sistem 
”purusa”,  kecual i  masyarakat  adat 
Tenganan  Pagringsingan  di 
Karangsem,  dimana masyarakat 
ter sebut   menganut  sistem 
kekeluargaan  parenta l.  Jadi  masyarakat 
Bal i  Hindu t idak sepenuhnya menganut 
sistem kekeluargaan  patr i l ineal.  Pada 
sistem purusa  gar is keturunan  di lacak 
a tau ditar ik dar i  garis ayah .  Ini  berart i 
anak laki - laki  sebagai  pelan jut 
keturunan .  Konsekunsinya anak laki -
laki  yang berkedudukan  sebagai  ahl i 
war is,  namun  demikian  ada kalanya  
anak perempuan  juga dapat 
berkedudukan  sebagai  ah li  war is  
dengan  cara melakukan perkawinan 
nyeburin .  Cara  perkawinan  nyeburin  
di tempuh  karena t idak adanya anak 
laki - laki  sebagai  pelan jut  keturunan. 
In i  berar ti  cara  perkawinan  nyeburin  
se ja t inya adalah  un tuk 
memper tahankan  sistem purusa .  Oleh  
karena demikian  maka t idak serta 
mer ta  semua anak perempuan  Bal i 
dapat  melakukan  perkawinan  nyeburin  
dan  berkedudukan  sebagai  ah l i  war is 
karena un tuk dapat  melakukan 
perkawinan  nyeburin  harus ada 
beberapa per syaratan  yang mest i 
dipenuh i .  
Un tuk dapat  ber langsungnya 
proses  pewar isan  ada t iga  unsur  yang 
sangat  esensia l  yang harus dipenuh i 
yai tu pewar is,  harta  warisan  dan  ahl i 
war is.  Apabi la  sa lah  sa tu dar i  unsur 
esensia l  t idak ada maka pewar isan 
t idak dapat di laksanakan.   Dalam hal 
proses pewar isan  dimana ada ahl i 
war is  beral ih  agama dari  agama Hindu 
men jadi  non  Hindu dapat  men imbulkan 
per soalan  baik dalam keluarga maupun 
dalam masyarakat adat  terkai t  dengan 
hak-hak dan  kewaji ban -kewaji bannya   
karena hak dan kewa ji ban  sela lu 
berdampingan  ter lebih  yang 
menyangkut  kewaji ban  keagamaan  dan 
kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan 
adanya dua hal  yang t idak dapat 
dipisahkan  yakn i  hak dan  kewa jiban  
ter sebut  maka penel i t ian  ini  men jadi 
pen t ing di lakukan  un tuk menemukan 
ja wabannya.  
2.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di 
atas  maka masalah penting yang menjadi fokus 
pada penelitian ini  yaitu bagaimanakah 
kedudukan hukum ahli waris yang beralih 
agama dan akibat hukum apakah yang timbul 
terkait  ahli waris beralih agama pada 
masyarakat adat Bali ? 
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II.   METODE PENELITIAN 
1.   Jenis dan Sifat  Penel i t ian 
Penel i t ian  ten tang pewar isan  pada 
masyarakat  adat  Bal i  terkai t  ah l i  war is 
yang peral ih  agama adalah  merupakan 
penel i t ian  hukum empiris yang 
merupakan data  lapangan sebagai  data 
pr imer .  Penel i tian  in i  t idak akan 
menguji  h ipotesis,  akan  tetapi 
menggali  in formasi  seban yak mungkin 
sehubungan  dengan  pewar isan  pada 
masyarakat  adat  Bal i  terkai t  ah l i  war is 
yang beral ih  agama. Oleh karenanya  
penel i t ian  ini  ber si fa t  deskr i t i f,  yai tu 
menggambarkan a tau men jelaskan 
ten tang kedudukan  ah l i  waris yang 
beral ih  agama dan  akibat -akibat  yang 
t imbul  terkait  dengan  hak -hak dan 
kewaji ban -kewaji bannya sebagai  ahl i 
war is.  
2 .  Jenis dan Sumber Data  
Dalam penel it ian  ini  data  yang 
digal i  dan  dikumpulkan  adalah  berup a 
data  pr imer  dan  data  sekunder .  Data 
pr imer  yakn i  data  yang diperoleh  dar i 
sumber  data  lapangan  di  Desa 
Pakraman  Canggu,  Kuta  Utara , 
Badung.  Lokasi  penel i t ian   di tentukan 
secara  purposif dengan dasar  
per t imbangan  bahwa di  desa  pakraman 
ter sebut  ada warga Hindu yang beral ih 
agama ke non  Hindu.  Penentuan 
in formannya di ten tukan  dengan  tekn ik 
snow bal l  (bola  sa l ju) ,  in forman   yang 
dipi l ih  adalah  tokoh  masyarakat , 
bendesa  dan  beberapa warga 
masyarakat  hukum adat a tau Desa 
Pakraman  Canggu,  yang berasal  dar i 
Ban jar  Kayu Tulang,  Ban jar  Pipi tan, 
Ban jar  Tegal  Gundul  dan  Ban jar  
Pengi l ian  sebagai  sampel .  Dimana desa  
pakraman  ter sebut  secara  admin istar si 
berada di  Kecamatan  Kuta  Utara , 
Kabupaten  Badung.  
Data  sekunder  diperoleh  dari 
bahan -bahan ter tul is atau dokumen -
dokumen  yang memuat  in formasi 
seper t i  buku,  kamus,  laporan 
penel i t ian  sehubungan  dengan 
pewar isan  pada umumnya dan  pada 
masyarakat  adat  Bal i khususnya .  
3.  Teknik Pengumpulan Data.      
Untuk mendapatkan   data  yang 
diper lukan  dan  data  yang akurat , 
tekn ik pengumpulan  data yang 
digunakan  dalam penel i t ian  in i  adalah 
tekn ik wawancara  (interview)  yang 
berpedoman  pada pedoman  per tanyaan 
(intervie w guide ) .   
4 .  Teknik Pengolahan Data  
Setelah  data  yang diper lukan 
terkumpul  maka langkah  selan jutnya  
adalah  tahap pengolahan  dan  anal isis 
data . Dalam penglahan dan  anal isis 
data  di lakukan  dengan  menggunakan 
metode yang ber si fa t  kual i ta t i f 
di lengkapi  dengan  anal isis si tuasional . 
Met ode in i  akan  dapat  menun jukan 
ten tang pewar isan  pada masyarakat 
adat  Bal i  dalam hal  in i  di  Desa 
Pakraman  Canggu  terkait   ah l i  war is 
yang beral ih  agama dar i  agama Hindu 
men jadi  non  Hindu.  
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
1.  Tinjauan Umum H ukum Adat  
Waris Bal i.  
Mengkaji  hukum adat  war is Bal i,  
kajian mana tidak dapat  lepas dar i 
hukum adat  waris Indonesia .  Indonesia 
merupakan negara  yang pendudukan 
terdir i  dar i  bermacam -macam suku 
bangsa dan  masing-masing suku 
bangsa mempunyai  ta ta  a turan  di 
bidang war is,  yang ten t unya t idak 
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sama satu dengan yang la innya,  in i 
tergan tung dar i  sistem kekeluragaan 
dan  ben tuk perkawinan  yang dianut 
oleh  masyarakat hukum adat yang 
ber sangkutan .  Ber lakunya hukum adat 
war is yang tidak sama an tara  suku 
bangsa yang satu dengan  suku bangsa 
yang la innya dikarenakan  belum 
berhasi lnya pemer intah  membuat  
hukum war is yang ber laku secara 
nasional .  Sebenarnya  gagasan  un tuk 
membuat  hukum keluarga dan  hukum 
war is nasional  sudah  ada sejak lama 
sebagimana diuraikan  oleh  Hazair in. 
Un tuk membuat  hukum war is nasional 
sudah  digagas sejak tahun  1960,  
seper t i  diamanatkan  oleh  TAP MPRS 
Nom or  II  Tahun  1960,  pada angka 402 
huruf c sub 2  Ket etapan  MPRS 
ter sebut  din yatakan  bahwa per lunya  
perundang-undangan  mengenai  hukum 
war is yang ber landaskan  pr insip -
pr insip kewar isan paren ta l bi la teral 1.  
Apa yang diamanatkan  oleh  TAP 
MPRS ter sebut  belum terwujud sampai  
sekarang bahkan  diusia  negara  kita 
sudah  berumur70 tahun ,  walaupun 
demikian  dalam bidang hukum lainnya  
ban yak peraturan  perundang -undangan 
yang berhasi l  dibuatnya.  Terkai t  belum 
adanya hukum war is nasional  maka 
dalam bidang kewar isan  ber laku 
hukum war is adat  di samping hukum 
war is Islam dan  hukum war is Barat 
a tau Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  (KUHPerdata)  dengan  kata 
la in  dalam bidang hukum war is masih  
ber laku plural isme hukum dan 
plural isme hukum ter sebut  ber laku 
terhadap golongan -golongan 
masyarakat  ter tentu.  Dalam kai tan  in i 
                                                        
1 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, 
Tintamas, Jakarta, 1982, h. 1. 
yang men jadi  fokus ka jian  di tekankan 
pada hukum adat  waris Bal i .  Hukum 
adat  war is Bal i   yang menurut  Windia , 
hukum war is bagi  orang Bal i adalah 
hukum adat  waris Ba l i 2.  
Soepom o mengatakan  hukum adat 
war is adalah  memuat  peraturan -
peraturan  yang mengatur  proses  
peneruskan  ser ta  mengoperkan  barang -
barang har ta  benda dan  barang -barang 
yang t idak bewujud benda 
( immaterie le  goedren )  dar i  suatu 
angkatan  manusia (generat ie )  kepada 
turunannya 3.  
Sementara  Surojo Wign jodipuro 
mengatakan  bahwa hukum adat  war is 
mel iput i  norma-norma hukum yang 
menetapkan  har ta  kekayaan  baik yang 
materi i l  maupun yang immateri i l yang 
manakah dar i  seseorang yang dapat 
diserahkan  kepada keturunannya se r ta 
yang sekal igus  juga mengatur  saat , 
cara  dan  proses peral ihannya 4.  
Mencermat i  defin isi  dar i  kedua 
sar jana ter sebut  di  a tas pada dasarnya  
t idak jauh  berbeda karena secara  gar is 
besarnya dikemukakan  bahwa hukum 
adat  waris memuat  peraturan yang 
mengatur  proses pengoperan  harta 
keka yaan  baik yang berwujud maupun 
t idak berwujud dar i  sa tu angkatan 
manusia  kepada keturunannya.  
Masalah   proses pengoperan  har ta 
keka yaan  menurut  Soepomo sudah  
dapat  dimulai  semasih  orang tua  h idup. 
Proses t er sebut  men jadi  ”akuut”  oleh  
                                                        
2 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga 
Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum, 
Universitas Udayana, 2006, h.115.. 
3  R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum 
Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 79. 
4  Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan 
Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, 
Jakarta, 1983, h.167. 
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seba b orang tua meninggal dun ia 5.  Hal 
demikian  juga dianut dalam hukum 
adat  war is Bal i  dimana proses  
pembagian  war isan  sudah  dimulai 
semasih  pewar is h idup dan  bagian 
mana nan t inya diperhi tungkan dalam 
pembagian  secara  tetap setelah  pewar is 
men inggal  dun ia .  
Secara  umum un tuk dapat 
ber ja lannya  pewar isan  ada t iga  unsur 
pen t ing yang harus dipenuh i  yai tu 
adanya pewar is,   har ta  war isan dan 
ahl i  war is.  Pewar is adalah  orang yang 
men ingglkan  war isan  sedangkan  harta 
war isan adalah  har ta  yang dit inggalkan 
oleh  pewar is baik yang mater ii l 
maupun   immater ii l .  Sementara  ahl i 
war is adalah  orang-orang yang 
mener ima har ta  war isan .  Unsur  yang 
pal ing terakh ir  in i lah  yang dominan 
men jadi  masalah  dalam pewar isan  akan 
tetapi  unsur la innya juga t idak kalah 
pen t ingnya karena sa lah  satu dar i 
unsur -unsur pewar isan t idak ada maka 
pewar isan  t idak dapat  di laksanakan. 
Han ya sa ja  yang pal ing krusia l  adalah 
pada unsur  ahl i  waris.  
Siapa i tu pewar is? Masyarakat 
adat  Bal i  yang menganut  sistem 
kekeluargaan  patr i lineal  memandang 
pewar is adalah  ayah .  Pandangan  in i 
didasar i  pemikiran  karena laki - laki 
mener ima war isan  dari  ayahnya dan 
sudah  ber langsung secara  turun 
temurun .  Hal  senada juga dikatakan 
oleh  windia  bahwa pewar is adalah 
seorang ayah  ( laki - laki)  karena laki -
laki  pemil ik har ta  keluraga  yang 
diwar isi  secara  turun  temurun  dan 
laki - laki  juga pecar i  nafkah  sehingga 
semua har ta  milik laki - laki  semen tara 
                                                        
5  Soepomo, loc.cit. 
perempuan t idak pemilik harta 6.  
Pandangan  hanya laki - laki  (ayah) 
sebagai  pewar is,  nampaknya mulai  
terban tahkan  mengingat  kemajuan 
jaman  dan  perkembangan  i lmu 
pengetahuan  yang berpengaruh 
terhadap pola  pikir  a tau mindzet  
sebagian  anggota  masyarakat 
(perempuan) seh ingga mereka tidak 
lagi  berkutat  pada peker jaan  di  sektor  
domest ik (rumah tangga) melainkan 
juga ikut  mencari  nafkah  dengan 
beker ja  di  sekt or  publ ik seh ingga 
mempunyai  penghasi lan yang nan tinya  
dapat  diwar iskan  kepada anak-
anaknya.  Dengan  demikian  perempuan 
juga dapat  sebagai  pewar is karena 
mempunyai  har ta.  Hal  ter sebut  selaras 
dengan  yang dikemukakan  oleh  Wir ta 
Gr iadh  bahwa ibupun  sebagai  pewar is 
sela in  ayah 7.  Jadi  pewar is t idak lagi 
hanya laki - laki  (ayah) tetapi   orang tua 
yakn i  ayah  dan ibu.  
Sela in  pewar is,  unsur  pen ting 
la innya un tuk ber ja lannya pewar isan 
adalah har ta  war isan.  Hi lman 
Hadikusuma mengemukakan  bahwa 
war isan  adalah  barang-barang berupa 
harta  benda yang dit inggalkan  oleh 
seorang pewar is 8.  Sementara 
Retnowulan  Sutan t io mengatakan 
bahwa harta  war isan  adalah  harta  yang 
di t inggalkan  oleh  pewar is set elah 
dikurangi  h ibah -hibah  dan  hutang-
hutang a lmarhum,  bia ya penguburan , 
                                                        
6   Wayan  P. Windia dan Ketut Sudantra, 
Loc.Cit. 
7  Ketut Wirta Gridhi, “Sikap Masyarakat 
Bali Terhadap Kemungkinan Terwujudnya 
Sistem Hukum Waris Bilateral Individual”, 
Laporan Penelitian, Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, Denpasar, 1990, h. 17. 
8  Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu 
Hukum Adat, CV Mandar Maju, Bandung, 
2003, h. 35.  
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selamatan ,  biaya -bia ya la innya  
sehubungan dengan kematian 9.  Korn 
mengatakan  bahwa men urut  Hukum 
Adat  Bal i ,  war isan  adalah semua harta 
keka yaan  berupa mater ia l (yang 
berwujud) yang di t inggalkan  oleh 
pewar is10.   
Mencermat i   pendapat  dar i  para 
sar jana yang sudah  diungkapkan 
ter sebut  di  a tas,  dapat dikatakan  bahwa 
harta  warisan adalah  segala keka yaan 
yang di t inggalkan  oleh  pewar is baik 
yang berwujud benda maupun  yang 
t idak berwujud benda.  
Dalam hukum adat  Bal i ,  warisan 
t idak sa ja  bewujud benda -benda 
seper t i  har ta  keluarga tetapi  juga hak -
hak kemasyarakatan  seper t i   hak a tas 
tanah  karang desa ,  h ak memanfaakan 
kuburan  dan  hak untuk ber sem bahyang 
di  pura  Kahyangan  Desa dan  la in -
la innya.  Dengan  adanya hak -hak yang 
di ter imanya ten tunya dibarengin 
dengan  kewaji ban -kewa jiban  yang 
melekat  sebagai  akibat  di ter imanya  
hak-hak ter sebut .  
Har ta  war isan  keluar ga yang 
berwujud benda dapat  digolongan 
sebagai  ber ikut 11:  
1 .  Tetamian (har ta  pusaka),  yai tu 
berupa har ta  yang diperoleh 
karena pewar isan  secara  turun 
temurun  yang mel iput i  harta  yang 
t idak dapat  dibagi -bagi  yakn i 
harta  yang mempunyai  n i lai 
                                                        
9  Retnowulan Sutantio,Wanita dan 
Hukum, Alumni, Bandung, 1979, h.86. 
10 V.E Korn, V E Korn,  Hukum Adat 
Waris Bali (Het Adatrecht van Bali Bab IX) 
diterjemahkan dan diberi catatan-catatan oleh I 
Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum & 
Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 
Denpasar, 1972, h. 46.   
11  Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 
Op.Cit, h. 117. 
r el igius seper t i  tempat 
per sembah yangan  keluarga 
(sanggah/merajan )  dan  lain -
la innya dan  tetamian  yang dapat 
dibagi -bagi  yai tu har ta  war isan 
yang t idak mempunyai  n i lai 
r el igius seper t i  sawah ,  ladang,  dan 
la in -l innya.  
2.  Tetatadan ,  yai tu har ta  yang 
diba wa ol eh  masing-masing suami 
ist r i yang dibawa masuk ke dalam 
perkawinan baik yang diperoleh 
karena usahanya sendir i  (sekaya ) 
maupun  pember ian /h ibah 
( j iwadana ) .  
3.  Pegunakaya/gunakaya ,  yai tu har ta 
yang diperoleh  suami istr i  selama 
perkawinan  ber langsung.  
Dalam Peswara  Pewar isan  tahun 
1900 disebutkan  bahwa har ta  war isan 
ter jadi  dari  hasi l  ber sih  keka yaan 
pewar is setelah  dipotong hutangnya  
termasuk hutang-hutang yang dibuat  
un tuk ongkos pen yelenggaraan 
pengabenan  pewar is12.  Terhadap hal 
ter sebut  terdapat  penafsi r an  bahwa 
hutang hutang pewar is t idak 
di tanggung oleh  ah li  war isnya jika  
harta  war isan  t idak mencukupi 13.  
Sementara  Korn , menul is bahwa tidak 
sa ja  sisa  yang beral ih  dar i  harta 
war isan  yang di ter ima tetapi  juga 
termasuk hutang-hutang pewar is 
diwar iskan  kepada ah l i war isnya  
                                                        
12 Peswara Pewarisan Tahun 1900 
dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1900 oleh 
Residen Bali dan Lombok dengan 
permusyawarahan bersama-sama pedanda-
pedanda dan punggawa-punggawa. Semula 
diberlakukan bagi Hindu Bali dari Kabupaten 
Buleleng, tetapi pada tahun 1915 diberlakukan 
pula untuk seluruh Bali Selatan. 
13 Gde Panetja, 1986, Aneka Catatan 
Tentang Hukum Adat Bali, CV. Kayumas, 
Denpasar, h, 162.  
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kecual i  hutan g-hutang karena 
per judian.14 
Unsur  la innya yang pal ing esensia l 
adalah  ah li  war is.  Dalam hukum adat 
Bal i  mana kala  t idak ada ah li  war is 
maka akan  di lakukan  perbuatan  hukum 
mengangkat  anak orang la in yang 
di jadikan anak sendir i diutamakan 
anak dar i  kalangan   keluarga sendir i ,  
kalau t idak ada maka pengangkatan 
dapat  di lakukan  terhadap orang di  luar  
kalangan  keluarga.  Bahkan  un tuk 
memenuh i  unsur  ket iga  ter sebut  t idak 
jarang sang suami melakukan 
perkawinan  pol igami un tuk 
mengh indari  kepunahan  keturunan  atau 
melan jutkan generasi,  begi tu 
pen t ingnya unsur  yang ket iga te r sebut .   
Siapa i tu ah l i  war is ?  Ahl i  war is 
adalah  orang atau orang -orang yang 
mener ima harta  war isan.  Akibat  orang 
men jadi  ah li  war is maka ia  dibeban i 
kewaji ban -kewaji ban  baik kewa jiban  
keluarga maupun  kewa jiban  
masyarakat  adat.  Adapun  kewa jiban -
kewaji ban  ah li  war is yai tu :  
1.  Memelihara  pewar is ket ika 
pewar is dalam keadaan  t idak 
mampu secara  fisik;  
2.  Menguburkan  jenazah  pewar is a tau 
mengabenkan  pewar is ser ta 
menyema yamkan  arwahnya di  
sanggah/merajan ;  
3 .  Men yembah  arwah  leluhur  yang 
ber sema yan  di  sanggah/merajan ;   
4 .  Melaksanakan  kewaji ban 
kemasyarakatan adat  berupa 
ayahan  terhadap ban jar/desa  adat.  
Tidak di laksanakannya kewa ji ban -
kewaji ban  sebagaimana ter sebut  di  
a tas dapat  mengakibatkan  dicabutnya  
                                                        
14 V.E. Korn, Op. Cit., h. 8-10. 
hak-hak yang mest i  di ter imanya,  hal 
mana sesuai  dengan  asas 
kesebandingan yakn i  apabi la seorang 
ahl i  war is t idak melaksanakan 
kewaji ban   maka ia  tidak juga 
mendapatkan hak-haknya.  
Ah l i  war is adalah  anak yang lahir  
dari  perkawinan  syah  orang tuanya,  
yang menurut  hukum adat  Bal i  ahl i 
war is i tu adalah  anak laki - laki dan 
anak perempuan  yang dirubah 
sta tusnya dengan  melakukan  
perkawinan  nyeburin .  Melalui 
perkawinan  nyeburin sang istr i 
berubah  sta tus hukum menjadi  purusa  
yang mana sebelumnya  ia  ber sta tus 
hukum predana  semen tara  sang suami 
ber sta tus predana .  Purusa  bukan  
berar t i laki -laki,  karena perempuan 
yang kawin  keceburin  juga ber sta tus 
purusa .  Makna  purusa  dan  predana  
adalah sta tus, bukan  jen is kelamin .  
Sebenarnya kalau ah li  war is 
diar t ikan  anak,  anak itu ada 
bermacam-macam yai tu anak kandung, 
anak t ir i,  anak angkat ,  anak piara  dan 
anak luar  kawin .  Dar i  jen is anak -anak 
ter sebut  mempun yai  hak mewar is yang 
berbeda sesuai  dengan  sta tusnya.  Anak 
kandung mempunyai  hak penuh 
terhadap war isan  orang tuanya.  
Sementara  anak-anak lainnya  
mempunyai  hak yang terbatas menurut 
sistem kekeluargaan  yang dianut  oleh 
suatu masyarakat  ter tentu.  Menurut 
hukum adat  Bal i ,  sela in  anak kandung 
mempunyai  hak war is penuh  terhadap 
harta  warisan  orang tuanya,  anak 
angkat  juga mempunyai  hak war is 
penuh terhadap harta  warisan  orang tua 
angkatnya.  Sangat  berbeda dengan 
anak angkat  pada masyarakat  paren ta l 
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di  Jawa,  dimana anak angkat  hanya  
berhak terbatas terhadap har ta  gono 
gini  orang tua angkat .  
Setelah  terpenuh inya unsur -unsur 
dalam pewar isan  yai tu pewar is,  harta 
war isan  dan  ah l i  waris maka proses  
pewar isan  dapat  di lakukan.  
Masalahnya kapan  pengoperan  harta 
keka yaan  a tau pewar isan  i tu dimulai , 
apa menunggu si  pewar is men inggal 
dun ia?.  Proses pewar isan  sudah  dapat 
dimulai  semasih  orang tua  h idup. 
Proses t er sebut  men jadi  ”akuut”  oleh  
seba b orang tua  meninggal  dunia 15.  Hal 
demikian  juga dianut dalam hukum 
adat  war is Bal i  dimana proses  
pembagian  war isan  sudah  dapat 
dimulai  semasih  si  pewar is h idup. 
Pem bagian  harta  war isan  semasih 
pewar is hidup dapat  berupa pedum 
pamong atau pedung raksa ,  pengupa 
j iwa ,  yang merupakan  pember ian  yang 
ber si fa t  semen tara  kepada ah l i  war is 
yang tujuannya un tuk  dimanfaatkan 
oleh  ah l i  war is dalam penghidupan 
keluarganya sampi  adanya pem bagian 
harta  war isan  secara  tetap.  Pengupa 
j iwa  t etap diperh i tungkan dalam 
pembagian  harta  warisan  secara  tetap. 
Har ta  war isan dibagi  oleh  para  ahl i 
war is secara  tetap adalah setelah 
pewar is men inggal  dun ia .  Setelah 
pembagian  har ta  war i san  secara  tetap 
maka para ah li  berhak secara mutlak 
a tas bagian  war isan ter sebut  sesuai  
dengan  porsinya masing -masing karena 
pembagian  war isan  secara  hukum adat 
di lakukan a tas asas kerukunan ,  laras 
dan patut  atau t idak berdasarkan  i lmu 
h itung a tau matematika  yang tentunya   
dibarengi  dengan  kewaji ban -kewa jiban  
                                                        
15  Soepomo, loc.cit. 
yang harus di lakukan  oleh  para  ahl i 
war is.  
Jadi  t idak ada aturan  a tau 
keten tuan  yang tegas ten tang  bagian 
masing-masing ah l i war is,  kecual i 
perbandingan bagian an tara  anak laki -
laki  dan  perempuan  yan g belum ka win , 
yai tu dua berbanding satu a tau ategen 
asuun 16 
Bagaimana jika  ah l i  war is 
men inggal  sebelum har ta  war isan 
dibagi? Terhadap hal  demikian  tidak 
men imbulkan  masalah  karena 
kedudukan  ah l i  war is  akan  di tutup 
a tau di isi  oleh  ahl i  war is penggan ti .  
Ah l i  war is penggant i  adalah  anak dar i 
ahl i  ah li  war is yang sebenarnya,  
dimana ah l i  war is penggan t i  akan 
menggan tikan  posisi  sang ayah  dan 
posisin ya sama dengan  saudara -
saudara  ayahnya.  
Har ta  war isan  yang dapat  dibagi 
secara  individu oleh  para  ah l i  war is 
adalah   har ta  war isan  yang t idak 
berni la i rel igio magis  seper t i  sawah , 
ladang, deposi t o,  dan  la in - la innya .  
Sementara  har ta  warisan  yang bern i la i 
rel igio magis seper t i  tempat  pemujaan 
a tau tempat  per sembah yangan  yai tu 
sanggah/merajan  t idak dapat  diwar isi 
secara  individu,  melainkan  terhadap 
hal  ter sebut  diwar isi  secara  kolekt i f  
oleh  para  ahl i  waris.   
2.  Kedudukan Ahli  Waris Yang 
Beral ih Agama dan Akibat  
Huk umnya .  
Dalam hukum adat  umumnya dan 
dalam hukum adat  Bal i  khususnya pada 
pewar isan  an tara  hak-hak dan 
kewaji ban -kewaji ban  terutama 
kewaji ban  terhadap keluarga yakn i 
                                                        
16 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 
Op.Cit., h. 122. 
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kewaji ban  terhadap orang tua  atau 
pewar is sela lu bergandengan.  Mana 
kala  ah li  war is t idak melaksanakan 
kewaji ban  seper t i  memelihara  orang 
tua ,  menguburkan  atau mengabenkan  
(membakar  jenazah) pewar is  setelah 
men inggal  dun ia,  menyema yamkan 
arwahnya di  sanggah/merajan  dan 
memuja  a tau menyembah  arwah  leluhur 
sudah  tentu terhadap  ah l i  war is 
demikian  berakibat  t idak patut  dan 
pantas mendapatkan  men jadi  hak -
haknya.  Terkai t dengan kewa jiban -
kewaji ban  yang h arus di tanggung ahl i 
war is ter sebut  lan tas bagaimana 
dengan  ah l i war is yang beral ih  agama 
dari  agama Hindu men jadi  non  Hindu 
dapatkah di lakukannya?  
Hasi l  penel i t ian  menun jukan 
bahwa dar i  para  in forman  yang 
dimin ta i  pendapatnya dapat 
disimpulkan  bahwa ah li  war is yang 
beral ih  agama t idak lagi  berkedudukan 
sebagai  ah l i  war is seh ingga ia  tidak 
dapat  melaksanakan kewa jiban -
kewaji bannya sebagaimana mest inya  
seper t i  memelihara  orang tua , 
menguburkan  atau 
mengabenkan /membakar  jenazah 
pewar is setelah  men inggal  dun ia  ser ta  
menyema yamkan  arwah  leluhur  di 
sanggah/merajan,  menyem bah  arwah 
leluhur , dan  melaksanakan kewa jiban  
adat  seper t i  ngayah  di  ban jar  a tau di 
desa .  Dengan  demikian  maka hak -
haknya juga t idak didapatnya a tau hak 
mewar isnya telah  gugur dengan beral ih 
agama dar i  ahl i  war is yang 
ber sangkutan ,  kecual i  adanya  
pember ian  dar i  orang tua  a tas 
kesepakan  keluarga.  Pember ian  hanya  
ber si fa t  manusiawi  karena pember ian 
bukan lah  hak.  Terkai t  dengan  hal  i tu 
Ayu Nan tr i  mengemukakan  bahwa alh i 
war is yang beral ih  agama tida k 
berkedudukan  sebagai  ah li  war is 
seh ingga tidak berhak mewar is 17.  
Gugurnya hak mewar is dari  ah li 
war is dapat  disebabkan  oleh  beberapa 
hal ,  sebagaimana disebutkan  dalam 
diskusi  Hukum Adat  War is Bal i  tahun 
1971 bahwa  ah l i  war is terputus haknya  
mener ima har ta  war isan an tara  la in : 18 
1 .  Anak laki - laki  yang kawin 
nyebur in ; 
2.  Anak laki - laki   yang t idak 
melaksanakan  dharman ing anak, 
misalnya durhaka terhadap 
leluhur , terhadap orang tua;  
3.  Sen tana ra jeg yang kawin  ke luar .  
Mencermat i  hasi l  diskusi  hukum 
adat  Bal i  ter sebut ,  dimana ah l i  war is 
yang beral ih  agama dapat  diasumsi 
bahwa ah l i  war is yang ber sangkutan 
t idak melaksanakan dharman ing anak 
yai tu durhaka terhadap leluhur 
seh ingga terhadapnya t idak patut dan 
pantas mener ima  hak-haknya dalam 
mewar is.  Sementara  terhadap anak 
laki - laki  yang kawin  nyeburin  gugur 
hak war isnya sekarang  sudah 
mengalami perubahan  berdasarkan 
hasi l  keputusan  Pesamuhan  Agung III 
Majel is  Utama Desa Pakraman 
(MUDP) Propinsi  Bal i  tahun  2010. 
Dalam  keputusan  sa lah  sa tu but irnya  
disebutkan  bahwa anak laki - laki yang 
kawin  nyeburin  berhak a tas har ta  guna 
kaya  orang tuanya dengan 
perbandingan dua bagian un tuk anak 
                                                        
17 Ayu Putu Nantri, “Kedudukan Ahli 
Waris Yang Beralih Agama di Kabupaten 
Badung”, Laporan Penelitian, Fakultas 
Hukum,Universitas Udayana, Denpasar, 1982, 
h. 14. 
18 V.E. Korn, Op.Cit. h. 19. 
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laki - laki  yang t idak kawin  nyeburin  
dan  satu bagian  untuk anak laki - laki 
kawin  nyeburin  setelah  dikurangi 
seper t iga  un tuk har ta  ber sama.  Bagian 
hak  ter sebut  adalah   sama porsinya  
dengan  bagian  hak anak perempuan .  
Dengan  gugurnya hak mewar is 
dari  ah l i  war is yang beral ih  agama 
maka ia  tidak berhak terhadap harta 
war isan  war isan  orang tuanya dan  
secar a  otomat is t idak juga ada 
kewaji ban -kewaji ban  yang harus 
di lakukannya,  kecual i  kewaji ban  moral 
a tau manusiawi  terhadap orang tuanya  
yang telah  melah irkan dan 
membesarkannya.  
Mencermat i  ah l i  war is beral ih 
agama,  dikaji   berdasarkan  Teor i 
Sistem Hukum dar i  Lawrence M.  
Fr iedman 19,  sistem hukum terdir i  dari 
t iga  unsur  yautu sutruktur  hukum, 
substansi  hukum,  dan  buda ya hukum, 
dimana dari  ket iga  unsur  ter sebut  t idak 
mengalami perkembangan .  Ar tinya  
hukum adat  war is Bal i masih te tap 
diper tahankan  secara utuh .  
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN  
1.  Kesimpulan.  
Dar i  beberapa paparan  a tau uraian 
ter sebut  di  a tas maka dapat 
disimpulkan sebagai  sebagai  ber ikut  :   
1 .  Ahli  war is yang beral ih  agama 
dari  agama Hindu ke non Hindu  
t idak lagi  berkedudukan  sebagai  
ahl i  war is karena bagi  ah l i  war is 
yang beral ih  agama t idak dapat 
melaksanakan  kewaji ban -
kewaji ban  keluarga secara  adat 
dan agama Hindu.  
                                                        
19 Lawrence M. Friedman,  Law and 
Society, An Introduction, Prenitice Hall, New 
Jersey, 1977, h. 7. 
 
2.  Akibat  hukum yang di timbulkan 
dengan  adanya ah l i war is yang 
beral ih agama adalah  gugurnya 
hak mewar is terhadap har ta 
keka yaan  orang tua  dar i  ah li  war is 
ter sebut .  Gugurnya hak mewar is 
dari  ah l i  war is yang ber sangkutan 
ten tunya t idak adanya kewa ji ban -
kewaji ban  yang dipikulnya baik 
kewaji ban  keluarga maupun 
kewaji ban  kemasyarakatan .  
2.   Saran 
Melalui  laporan  penel i t ian  ini 
disarankan  kepada masyarak at  adat 
Bal i  umumnya dan  masyarakat  adat 
a tau Desa Pakraman  Canggu khususnya  
agar  tetap men jaga hukum adat  Bal i 
sebagai  ci r i  khas yang di jiwai  oleh   
agama Hindu.  Ini  berar t i  tidak 
menutup dir i  dar i  perkembangan jaman 
mengingat  hukum adat  sebagai  hukum 
yang hidup mempunyai  si fa t  luwes dan 
dinamis.   Di  samping i tu dalam hal 
adanya ah l i  war is beral ih  agama 
hendaknya dia tur  secara tegas dan 
jelas  dalam awig-awig desa  pakraman 
bahwa hak-haknya gugur  dan  tidak 
dibeban i  kewa jiban -kewaji ban .  
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pedanda dan  punggawa -punggawa.  Semula  diber lakukan  bagi  Hindu Bal i  dar i 
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Bal i  Sela tan .  
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